BAB I

TINJAUAN TENTANG RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK

PIDANA PERKOSAAN ANAK OLEH PELAKU ANAK

A. Tinjauan umum tentang Restorative Justice

1.

Pengertian Restorative Justice

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah istilah
yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an
sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana
konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu
konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat
adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi
dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana
dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak
lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan
bukan pembalasan. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang
dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal. (SK
Dirjen, 2020, hal. 4)

"Restorative justice" atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian
konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat
perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan

sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan
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keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai
salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar
pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat
yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak
diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional.
Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat
dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:
“Restorative justice has become the term generally used for an
approach to criminal justice (and other justice systems such as a
school diclipinary system) that emphasizes restoring the victim and
community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif
telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam
pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem
sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan
kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding
menghukum sang pelaku tindak pidana). (dinda, 2018, hal. 9)

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif
adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini
berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui
pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana,
yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk

ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati
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oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan menurut Clifford
Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan restorative justice, telah
mendefinisikan  restorative  justice sebagai filosofi keadilan
menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat,
dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.
(Rr. Susana Andi Meyrina, 2019, hal. 19)

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat
mendefinisikan bahwa restorative justice adalah pada prisipnya
merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan
masalah diluar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam
mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara
lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari
solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini restorative justice mengandung arti yaitu keadilan
yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat
dalam  suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk
bermusyawarah, restorative justice menekankan pada kesejahteraan
dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada
pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan
pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan

olehnya kepada korban.
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Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan
berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara
tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian
hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu
bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang
menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam
penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah
satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional
pada saat ini.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku
tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan
Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara
pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya
persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga
memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas
segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak

pidana yang dilakukannya. (Jesica, 2021, hal. 27)

. Dasar Hukum Restorative Justice

Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No.
SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif
(Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan

Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
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Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen
Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Aturan lain yang mengadopsi keadilan restoratif yakni Peraturan
Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini
mendefinisikan keadilan restorative, penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang
adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula,
dan bukan pembalasan. Tapi ada tindak pidana yang dikecualikan dari
penerapan keadilan restoratif, seperti narkotika. Peraturan Kejaksaan
imi hampir sama seperti Perkap No.6 Tahun 2019 yang fokus pada
pemulihan korban, tidak ada penekanan pada pemulihan relasi korban
dengan pelaku serta targetnya tercapai perdamaian terlepas dari
substansinya.

Di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan
Umum MA  RI  No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang
Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid yang diteken Dirjen
Badilum MA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan restoratif

hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak,
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perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara
narkotika.

Surat Keputusan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri,
Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
166 A/KMA/SKB/X11/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009,
M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP
dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa
Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-
07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor
B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara
Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.

Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan,
Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika
Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor
11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014
Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/11I/2014/BNN tentang
Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
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3. Prinsip Restorative Justice
Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang
melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam peneyelesaian
tindak pidana, antara lain sebagai berikut :
a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process)

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan
restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member
perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process.
Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan
adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini
menimbulkan pertanyaan mengeai sampai sejauh mana
persetujuan yang diberitahukan (informed consent) dan
pelepasan hak suka rela (wiver of rights) dapat dipergunakan
sebagai awal penyelesaian yang adil. (Van Ness, hal 15, 2017)

b. Perlindungan yang Setara Dalam

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melal pendekatan
restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling
memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa
memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan
kedudukan sosial lainnya.

c. Hak-Hak Korban
Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif,

hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah
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pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai
kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada
sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa
korban tidak menerima perlindungan yang setara dari
pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga
kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan
kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi
atau manajemen peradilan pidana.
. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada
consensus persetujuan yang memberikan pilithan alternatif
dalam  menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian
proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan
sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar
yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada
umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah
memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan
timbal balik antara punish dan reward), sedangkan dalam
pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang
tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan

pelanggaran yang sama. (Warner, 2019)
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e. Praduga Tak Bersalah
Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki
beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka.
Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka
harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses
restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah
merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.
f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum
Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum
memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun
kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis
bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal
yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui
bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya
yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam
membuat membuat keputusan.
4. Konsep Restorative Justice
Menurut Sarre Keadilan restorative bekaitan dengan bagaimana
membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana,
bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak
pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark
(tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern). Dari

pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep
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dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun
kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal
dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia.
Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosifi dasar tujuan
pendekatan restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan
semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi
“mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam
Hukum Adat Indonesia.(Rr. Susana Andi Meyrina, 2019, hal. 21)
Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh
pengadilan negeri di Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam
penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice)
dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan

dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika.

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1.

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata,
yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan
hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan

tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
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Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana
(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara
yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti
yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto
dalam peraturan pidana. (Gunadi, 2018, hal. 21)

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan
melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun
tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas
tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia
diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi
suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)
yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan
tersebut (Moeljatno, 2009; 54). Larangan tersebut ditunjukkan kepada
perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada
orang yang menimbulkan kejadian itu. Sedangkan Menurut Sudarsono,
yang dimaksud dengan Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai

dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ini
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ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu
perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam Undang-
Undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan
larangan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang, untuk itu bagi
para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu

(Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005;112).

. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana meliputi (Sudaryono

dan Natangsa Surbakti, 2005; 63):

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan) Perbuatan merupakan suatu
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.
Perbuatan seseorang mengandung suatu pengertian abstrak yang
menunjuk pada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian
yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang
menimbulkan kejadian itu.

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan Hal ikhwal
atau keadaan yang menyertai perbuatan oleh van Hamel dibagi
dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang
melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pembuat.
Contoh mengenai diri orang yang melakukan perbuatan yaitu
dalam hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang

diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413
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4)

5)
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KUHP dan seterusnya. Kalau hal menjadinya pejabat negara tidak
ada, tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya
contoh kedua mengenai diluar diri sipembuat yaitu dalam Pasal
160 KUHP, Pengahasutan harus dilakukan ditempat umum.
Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, Keadaan tambahan
merupakan keadaan-keadaan yang terjadinya kemudian daripada
perbuatan yang bersangkutan. Contoh: penganiayaan menurut
Pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling
lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan
luka-luka berat, ancaman pidana diperberat menjadi lima tahun dan
jika mengakibatkan mati menjadi tujuh tahun.

Unsur melawan hukum yang objektif Unsur melawan hukum yang
objektif yaitu menunjuk kepada adanya keadaan Ilahir atau
senyatanya atau objektif yang menyertai perbuatan. Hal tersebut
juga dapat dikatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Misalnya
dalam Pasal 167 KUHP dinyatakan bahwa terdakwa tidak
mempunyai kewenangan untuk memaksa masuk, karena bukan
pejabat kepolisian atau kejaksaan.

Unsur melawan hukum yang subjektif Unsur melawan hukum
yang subjektif yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri.
Misalnya dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan sebagai pencurian
apabila terdapat perbuatan pengambilan barang milik orang lain,

dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan
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hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari

hal-hal lahir, tapi digantungkan pada niat orang yang mengambil

barang tadi. (Simarmata, 2019, hal. 35)

3. Jenis — jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak
pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan
pelanggaran. Kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-
perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah
perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.
Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang,
perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah
perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan
pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.
Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh
masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi
pidana. (Gunadi, 2018, hal. 40)

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak
pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang
perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu
tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan

akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan
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pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang
yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah
selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.
C. Tinjauan umum tentang Perkosaan
1. Pengertian Perkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang
berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa
manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk
penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara
kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal
dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan
kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara,
perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.(Hariyanto, 2021,
hal. 12)

Kata perkosaan (rape) berasal dari bahasa latin rapere yang berarti
mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi (Haryanto, 1997).
Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk
memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya
berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang
melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan

oleh pelaku terhadap korban.
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Tindak pidana terhadap pemerkosaan dapat ditemukan
pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu
pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang
mana unsurnya seperti barang siapa, melakukan pemaksaan, dengan
ancaman atau kekerasan, melakukan persetubuhan di lua perkawinan
(Lamintang, 1997).

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan
sebagai berikut: “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu
seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara
yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.”

Menurut R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita
bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan
ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk
ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian

mengeluarkan air mani. (widyana, 2020, hal. 26)

. Dasar Hukum Perkosaan

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal
285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘’Barang siapa yang dengan
kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan
istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan

pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
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Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya
persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan.
Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina
dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekeraasan fisik
terhadap diri korban oleh pelaku.

Unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285
KUHP yaitu :

1) Barang siapa

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3) Memaksa seorang wanita bersetubuh

4) Dilakukan di luar perkawinan Dari

3. Jenis —Jenis Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan
dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

a. Seductive Rape

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang
nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan
semacam ini karena diantara kedunya sudah saling mengenal
misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh
anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

b.  Sadistic Rape

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini

pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan
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tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan
oleh pelaku terhadap korban.

Anger Rape

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku.
Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal
pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan
tujuanya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
Domination Rape

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukan dominasinya
terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan
utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin
menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku
dapat menunjukan bahwa ia berkuasa atas orang tertuntu.
Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.
Exploitasion Rape

Pemerkosaan  semacam ini  dapt terjadi  karena
ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi
atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan
kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginanya

terhadap korban. (Toppo Santoso. 2018)
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D. Tinjauan umum tentang Anak

1.

Pengertian Anak

Menurut undang-undang 23 Tahun 2002 pada pasal 1 angkal
“anak adalah seorang yang belum berumur delapan (18) delapan belas
tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 1 angka 1
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan seorang ibu, pada ayat 1 memuat batas antara belum
dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun
kecuali, jadi dapat disimpulkan bahwa yang dapat disebut dengan
dewasa secara garis besar walaupun dia belum mencapai usia 21 tahun
tetapi telah dan atau pernah melangsungkan suatu perkawinan, maka
secara pasti dia akan disebut telah dewasa. Pada ayat 2 menjelaskan
bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada sessorang sebelum
berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.
(Sulaeman, 2018, hal. 31)

Pengertian anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat kita
simpulkan ialah keturunan dari seorang pria dan seorang wanita yang
melahirkan keturunannya, dimana keturunan tersebut secara biologis
berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di

rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut
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pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Anak merupakan
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak
juga merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa,
anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang
lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang
lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang
normal.(Amir, 2021, hal. 17)

Anak bukan sebuah replika dan tiruan orang dewasa, anak
memiliki hal berbeda dari orang dewasa. Karena anak memiliki ciri
dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan orang dewasa,
sehingga perlu di berlakukan dengan berbeda dengan orang dewasa,
untuk perhatikan hak anak, keberlangsungan hidupnya dimasa yang
akan datang, dan juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan
yang terbaik untuk anak (the best interest of child). Menurut Nicholas
Mc Bala dalam buku yang berjudul Juvenile Justice mengatakan anak
adalah priode diantara perkembangan hidup, juga masa dalam
keterbatasan kemampuan, termasuk keterbatasan untuk
membahayakan orang lain (Nicholas M.C, 2002:4).

. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar
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baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak tersebut
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat,
dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan
perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya
dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Program  dari  perlindungan anak merupakan program
pembangunan nasional. Melindungi anak berarti juga melakukan
perlindungan terhadap bangsa, Hakikat dari pembanguan nasional
adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia seutuh
mungkin yang memiliki kualitas dan intergritas. Tidak peduli dengan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak adalah tindakan yang tidak
memantapkan pembangunan nasional. Dampak dari tidak ada
perlindungan anak maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial
yang adapat mengancam keamanan negara, ketertiban umum, dan
menganggu penegakan hukum, serta menganggu setabilitas nasional.
Anak merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk memepercepat
kualitas pembangunan nasional sebab anak yang akan membawa
perubahan untuk bangsa kelak nanti. Oleh karena itu perlu pembianaan
dan pengembangan terhadap anak harus dimulai dari sejak sedini
mungkin agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan
negara secara maksimal dan optimal. Hal ini menandakan bahwa

perlindungan anak harus benar-benar di perhatikan dan diusahakan
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apabila bangsa ini akan mengupayakan pembangunan nasional dengan
maksimal.(Ryan et al., 2017, hal. 26)
Sistem Peradilan Anak di Indonesia

UU No. 11 Tahun 2012 diberi judul Undang-Undang tentang
“Sistem Peradilan Pidana Anak” berbeda dengan UU No. 3 Tahun
1997 yang diberi judul Undang Undang tentang Pengadilan Anak.
Pasal 1 angka UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan
proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,
mulan tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah
menjalani pidana.

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa
yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem
penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem
penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan
hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak
yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana
formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.
Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini
menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan
anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana
Anak tersebut, UU No 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberi

penjelasan lebih lanjut. (Djamil Nasir M, 2020, hal. 28)
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Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun
2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk
undang-undang. Kehendak dan pembentuk undang undang adalah
bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan
dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksa. nakan sebagai
suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam

UU No. 11 Tahun 2012.

. Diversi Anak

Pengertian diversi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya
Peradilan Pidana Anak di Indonesia, merupakan kebijakan yang
dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana
formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (Protection
and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak
menjadi pelaku kriminal dewasa. Sedangkan menurut Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan
bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu
tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus
diselesaikan melalui jalur peradilan formal.Akan tetapi hal tersebut
dapat diatasi dengan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan

pendekatanrestorativejustice sehingga, atas perkara anak yang
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berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan
terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi
korban. (Hirdayadi & Susanti, 2018, hal. 178)

Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42
dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang No. 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan
pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di
pengadilan dengan mengutamakan pendekatan restorative justice.Kata
“wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak
dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk
mengupayakan proses diversi dapat dilaksanakan.Kewajiban
mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam
hal tindak pidana yangdiancam dengan pidana penjara di bawah 7
(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini menjelaskaan bahwa anak yang melakukan tindak
pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan
sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversi, hal ini
memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7
(tujuh tahun) tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika
merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak
pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana

yang diselesaikan melalui diversi. Pengulangan tindak pidana oleh
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anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yaitu
menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak wuntuk tidak
mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu,
upaya diversi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan
anak dan  orangtua/walinya,korban  dan/atauorangtua/walinya,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional
berdasarkan pendekatan restorativejustice. Selain itu juga dalam hal
diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga

Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.



